
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR  10 TAHUN 2025

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR   10  TAHUN 2025

TENTANG

SISTEM PENERIMAAN MURID BARU PADA SATUAN

PENDIDIKAN JENJANG TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH

DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

Menimbang    :,   a. bahwa  pelaksanaan  penerimaan  murid  baru  perlu  diatur
agar  beljalan  secara  objektif,  transparan,  akuntabel,  dan
nondiskriminatif;

b. bahwa  Peraturan  Bupati  Cirebon  Nomor  22  Tahun  2023
tentang  Pedoman  Penerimaan  Murid  Baru  pada  Taman
Kanak-Kanak,  Sekolah  Dasar,  Sekolah  Menengah  Pertama
dan   Program   Kesetaraan   (Paket   A/B/C)   di   Lingkungan.
Dinas  Pendidikari  Kabupaten  Cirebon  sudah  tidak  sesual
dengan   dinamika   perkembangan   peraturan   perundang-
undangan, sehingga perlu diganti;

c.  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana  dimaksud
dalam huruf a dan huruf b,  perlu menetapkan  Peraturan
Bupati   tentang   Sistem   Penerimaan   Murid   Baru   Pada
Satuan  Pendidikan Jenjang Taman  Kanak-Kanak,  Sekolah
Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama.

Mengingat       :   1.  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun   2003   tentang  Sistem

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun   2003   Nomor   78,   Tambahan   Lembaran   Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);



2.  Undang-Undang     Nomor     23      Tahun      2014      tentang
Pemerintahan     Daerah     (Lembaran     Negara     Republik
Indonesia  Tahun   2014Nomor  244,   Tambahan   Lembaran
Negara Republik IndonesiaNomor 5587)  sebagaimana telah
diubah   beberapa   kali,   terakhir  dengan   Undang-Undang
Nomor   6    Tahun    2023    tentang   Penetapan    Peraturan
Pemerintah      Pengganti      Undang-Undang      Nomor      2
Tahun  2022  tentang  Cipta  Kelja  menjadi  Undang-Undang

(Lembaran    Negara    Republik    Indonesia    Tahun    2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

3.  Undang-Undang     Nomor     107     Tahun     2024     tentang

Kabupaten   Cirebon   di   Provinsi   Jawa   Barat   (Lembaran
Negara    Republik   Indonesia   Tahun    2024    Nomor   293,
Tambahan      I,embaran      Negara      Republik      Indonesia
Nomor 7044);

4. Peraturan   Pemerintah   Nomor   17   Tahun   2010   tentang
Pengelolaan  dan  Penyelenggaraan   Pendidikan   (Lembaran
Negara    Republik    Indonesia    Tahun    2010    Nomor    23,

Tambahan      Lembaran      Negara      Republik      Indonesia
Nomor 5105)  sebagaimana telah  diubah dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas
Peraturan   Pemerintah   Nomor   17   Tahun   2010   tentang
Pengelolaan  dan  Penyelenggaraan  Pendidikan   (Ijembaran
Negara    Republik   Indonesia   Tahun    2010    Nomor    112,

Tambahan      Lembaran      Negara      Republik      Indonesia
Nomor 5157) ;

5. Peraturan   Pemerintah   Nomor   57   Tahun   2021   tentang
Standqu  Nasional  Pendidikan  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia  Tahun  2021   Nomor  87,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tchun 2022
tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  57
Tahun     2021     tentang    Standar    Nasional     Pendidikan

(I.embaran    Negara    Republik    Indonesia    Tahun    2022



Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6762);

6. Peraturan    Menteri    Pendidikan    Dasar    dan    Menengah
Republik  Indonesia  Nomor  3  Tahun  2025  tentang  Sistem
Penerimaan Murid Baru  (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2025 Nomor 134);

7.Peraturan     Daerah     Kabupaten     Cirebon     Nomor      13

Tahun      2011      tentang      Penyelenggaraan      Pendidikan

(Lembaran    Daerah    Kabupaten    Cirebon    Tahun    2011
Nomor   13)   sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan
Daerah  Kabupaten  Cirebon  Nomor  4  Tahun  2019  tentang
Perubahan   Atas   Peraturan   Daerah   Kabupaten   Cirebon
Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan

(Lembaran    Daerah    Kabupaten    Cirebon    Tahun    2019
Nomor 4) .

MEMUTUSEN:
Menetapkan    :    PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM PENERIMEN MURID

BARU     PADA     SATUAN     PENDIDIKAN     JENJANG     TAMAN

RANAK-KANAK,       SEKOLAH       DASAR,        DAN       SEKOLAH

MENENGAH PERTAMA.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalan Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1.   Daerah   Kabupaten   yang   selanjutnya   disebut   Daerah

adalah Daerah Kabupaten Cirebon.

2.   Pemerintah    Daerah    adalah    Bupati    sebagai    unsur

penyelenggara   Pemerintahan   Daerah   yang   memimpin
pelaksanaan     urusan     pemerintahan     yang     menjadi
kewenangan daerah.

3.   Bupati adalah Bupati Cirebon.

4.   Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah
Perangkat    Daerah    yang    menyelenggarakan     urusan

pemerintahan di bidang pendidikan di Kabupaten Cirebon.



5.   Satuan Pendidikan Jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah
Dasar, dan Sekolah Menengah Pertana terdiri dari Taman
Kanak-Kanak,    Sekolah    Dasar/sederajat,    dan   Sekolah
menengah Pertama/ sederajat.

6.   Taman   Kanak-Kanak   yang   selanjutnya   disingkat   TK
adalah  salah  catu  bentuk  satuan  pendidikan  anak  usia
dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan

prograln  pendidikan  bagi  anak  berusia  4  (empat)  tahun
sampai dengan 6 (enam) tahun.

7.   Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah
satu      bentuk      satuan      pendidikan      formal      yang
menyelenggarakan    pendidikan    umum    pada    jenjang

pendidikan dasar.

8.   Sekolah  Menengah  Pertama  yang  selanjutnya  disingkat
SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal

yang  menyelenggarakan  pendidikan  umum  pada jenjang
pendidikan  dasar  sebagai  lanjutan  dari   SD,   MI,   atau
bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar

yang diakui sama atau setara SD atau MI.

9.   Sistem Penerimaan Murid Baru yang selanjutnya disingkat
SPMB      adalah      keseluruhan      rangkaian      komponen

penerimaan   murid   baru   yang   sating  berkaitan   dalam
mendukung akses layanan pendidikan yang bermutu bagi
Semua.

10.Aplikasi    Data    Pokok    Pendidikan    yang    selanjutnya

disingkat    Aplikasi    Dapodik    adalah    suatu    aplikasi

pendataan yang dikelola oleh Kementerian yang digunakan
untuk   mengumpulkan    dan    memeriksa   data    satuan

pendidikan,  murid,   pendidik  dan  tenaga  kependidikan,
sumber   daya   pendidikan,   substansi   pendidikan,   dan
capaian pendidikan yang diperbaharui secara daring.

11.Optimalisasi    adalah    upaya    yang    dilakukan    untuk
memaksimalkan  keterserapan  kuota daya tampung yang
belum  terserap   pada  SPMB  tanpa  menambah  jumlah
rombongan belajar dan/atau jumlah murid per rombongan



belajar,  dengan  prioritas  pada  calon  murid  yang  belum
terdaftar di satuan pendidikan manapun.

12. Satuan  Pendidikan  adalah  kelompok  layanan  pendidikan

yang  menyelenggarakan  pendidikan  pada  jalur  formal,
nonformal,  dan  informal  pada  setiap  jenjang  dan  jenis

pendidikan.

13. Satuan Pendidikan Negeri adalah catuan pendidikan yang
diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

14.SatuanPendidikanSwastaadalahsatuanpendidikanyang
diselenggarakan oleh Masyarakat.

15. Pendidikan  Fomal  adalah  jalur  pendidikan  terstruktur

yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah,
dan pendidikan tinggi.

16.Murid    adalah    anggota    masyarakat    yang    berusaha
mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran

yang tersedia  pada jalur  pendidikan  fomal  meliputi  TK,
SD' SMP.

17. Jalur Domisili adalah jalur dalam penerimaan Murid baru

yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berdomisili di
dalan  wilayah  penerimaan  Murid  baru  yang  ditetapkan
oleh Pemerintah Daerah.

18. Jalur Afimasi adalah jalur dalam penerimaan Murid baru

yang  diperuntukkan  bagi  calon  Murid yang  berasal  dari
keluarga    ekonomi    tidak    mampu    dan    calon    murid

penyandang disabilitas.

19. Jalur FTestasi adalah jalur dalam penerimaan Murid baru

yang   diperuntukkan   bagi   calon   Murid   yang   menrifiki
prestasi di bidang akademik dan/atau nonakademik.

20. Jalur Mutasi adalah jalur dalam penerimaan  Murid baru

yang  diperuntukkan  bagi  calon  Murid  yang  beapindah
domisili  karena  pelpindahan  tugas  dari  orang  tua/wali
dan bagi anak guru yang mendaftar di satuan pendidikan
tempat orang tua mengajar.



BAB 11
SISTEM PENERIMAAN MURID BARU

Paragraf I
Umum

Pasal 2
(1)    SPMB dilaksanakan secara:

a.   objektif;

b.   transparan;
c.   akuntabel;
d.   berkeadilan; dan
e.   tanpa diskriminasi

(2)    Bast  Satuan  Pendidikan yang  secara  khusus  dirancang
untuk melayani Murid dari kelompok gender atau agana
tertentu dapat menerapkan ketentuan khusus.

(3)    Mekanisme  pelaksanaan  SPMB  sebagalmana  dimaksud

pada    ayat    (1)    dapat    dilaksanakan    dalam   jejaring
(daring/ondz.ne)    dan/atau   luar   jejaring   (luring/qgiv.ne)
dan/ataukombinasiantaradalamjejaring(daring/onJ..ne)
danluarjejaring(luring/ojysI.7ie).

Paragraf 2
Persyaratan Umum

Pasal 3

(1)    Persyaratan   umum   calon   murid   baru   pada   satuan
pendidikan   TK   harus   memenuhi   ketentuan   sebagal
berikut:

a.   paling  rendah  4  (empat)  tahun  dan  paling  tinggi  5

(hima) tahun untuk kelompok A; dan
b.   paling  rendah  5  (lima)   tahun  dan  paling  tinggi  6

(enam) tahun untuk ke lompok a.

(2)    Ketentuan     terkait     persyaratan     usia     sebagaimana
dimaksud   pada  ayat   (1)   tidak   berlaku   untuk  murid
berkebutuhan  khusus yang akan  bersekolah  di  sekolab

yang menyelenggarakan program pendidikan inklu si.



(3)

in

(2)

(3)

(4)

(5)

sepanjaLng    tenaga    pendidik    dan
telpenuhi.

Satuan TK wajib menerima calon murid  baru dari anak
berkebutuhan     khusus     dibuktikan     dengan     surat
keterangan/rekomendasi  dari  instansi  yang  bervenaLng,
eallatlj^,--     I _

sarana   prasarana

Pasal 4
Persyaratan  umum  calon  murid  baLru  kelas  I  (satu)  SD
haLrus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a.   berusia 7 (tujuh) tabun; ataLu
b.   paling  rendah  6  (enam)  tahun  pada  tanggal   1  Juli

tahun berjalan.

Dalan     pelaksanaan     SPMB,     SD     memprioritaskan

penerimaan  calon  murid  baLru  kelas   1   (satu)  SD  yang
berusia 7 (tujuh) tahun.

Persyaratan  usia  paling  rendah  sebagaimana  dimaksud

pada ayat (1) huruf b dapat dikecualikan menjadi paling
rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tangga]  I Juhi
tahun beljalan bagi calon murid yang memjliki:
a.   kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan
b.   kesiapan psikis.

Calon  murid yang memiliki  kecerdasan  dan/atau  bakat
istimewa  dan  kesiapan  psikis  sebagaimana  dimaksud

pada  ayat  (3)  dibuktikan  dengan  rekomendasi  tertulis
dari psikolog profesional.

Dalam  hal  psikolog  profesional  sebagaimana  dimaksud

pada    ayat    (4)    tidak    tersedia,    rekomendasi    dapat
dilakukan oleh dewan guru sekolah yang bersangkutan.

Pasal 5

Persyaratan  umum  calon  murid  baru  kelas  7  (tujuh)  SMP
harus memenuhi ketentuan sebagal berikut:
a.     berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal I

Juli tahun beljalan; dan
b.     telah menyelesalkan kelas 6 (enam)  SD atau bentuk lain

yang sederajat.



Pasal 6
Persyaratan  umum calon  murid  ban  pendidikan  kesetaLraan
harus memenuhi persyaratan:
a.  untuk  calon  murid  baLru  pendidikan  kesetaraan  program

paket    A    berusia    minimal    7    (tujuh)     tahun    pada
tanggal 1 Juli tahun beljalan.

b.  telah  menyelesaikan  pendidikan jenjang  sebelumnya  (SD
atau   bentuk   lain   yang   sederajat   untuk   calon   murid
kesetaraan   paket  8   dan   SMP  atau   bentuk   lain  yang
sederajatuntukcalonmuridkesetaraanpaketC).

Pasal 7
Persyaratan usia sebagainana dimaksud dalan Pasal 3, Pasal
4ayat(1),Pasal5hurufa,Pasal6hurufadibuktikandengan:
a.   akta kelahiran; atau
b.   Kartu Identitas Anak (KIA); atau

c.   surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang
berwenang  dan  dilegalisir  oleh  lurah/kepala  desa  atau

pejabat  setempat  lain  yang  bervenang  sesuai  dengan
domisili calon murid.

Pasal 8

Persyaratan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  5  huruf b
dan Pasal 6 huruf b dibuktikan dengan:
a.   ijazah; atau
b.   dokumen lain yang menyatakan kelulusan.

Pasal 9

(1)    Selain   memenuhi  persyaratan   sebagaimana  dimaksud
dalam  Pasal  5,  calon  murid  baru  kelas  7  (tujuh)  SMP

yang    berasal    dari    sekolah    di    luar    negeri    harus
mendapatkan surat rekomendasi izin belajar dari direktur

jenderal di Kementerian Pendidikan Daar dan Menengah
yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan
dasar, dan pendidikan menengah.

(2)    Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  berlaku
untuk calon  murid  Warga  Negara Indonesia  dan  Warga
Negara Asing yang berasal dari sekolah di luar negeri.



Pasal 10
Badsekolahyangmenerimamuridwarganegaraasingwajib
menyelenggarakan  matrikulasi  pendidikan  Bahasa  Indonesia

paling  singkat  6   (enam)   bulan  yang  diselenggarakan  oleh
sekolah yang bersangkutan.

Paragraf 3
Tchap dan Jalur

Pasal I 1

(I)    Tchap  dan jalur pendaftaran  SPMB  untuk SD  dan  SMP
ditetapkansetiaptahunajaranmelaluiKeputusanKepala
Dinas.

(2)    Tchap  pendaftaran  SPMB  sebagaimana  dimaksud  pada
ayat  (I)  dapat  terdiri  atas  1  (satu)  tahap  atau  2  (dua)
tahap.

(3)    Ja]ur  pendaftaran  SPMB  sebagainana  dimaksud  pada
ayat (1) meliputi:

a. Jalur Afrmasi;

b. Jalur Prestasi;

c. Jalur Mutasi; dan

d. Jalur Domisili.

Pasal 12

Jalur afimasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1 ayat (3)
huruf a diperuntukkan bagi:
a.   calon  murid  baru  berasal  dari  keluarga  ekonomi  tidak

mampu; dan
b.   calon murid penyandang disabilitas.

Pasal 13

(1)  Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat
(3)  huruf b  diperuntukkan  bagi  calon  murid  baru  yang
mempunyal prestasi akademik/ non-akademik.



(2)  Jalur    prestasi    akademjk/non-akademik    sebagainana
dimaksud pada ayat (I) terdjri atas:

a.  jalur prestasi akademik nilai rapor; dan

b.  jalur prestasi akademik/non-afademife yang diperoleh

dari kompetisi terbuka
(3)  Prestasi  akademck  sebagainana  dimaksud  pada  ayat  (2)

huruf  b  adalah  prestasl  akademck  yang  diperoleh  dari
kompetisiterbukadibidangsains,teknologi,riset,inovasi
ataubidangakademjklainpadatingkatkabupaten/kota,
provinsi, nasional, atau intemasjonal.

"  Prestasi non-akademik sebagajmana dimaksud pada ayat
(2)  huruf b adalah prestasi non-akademik yang diperoleh
darn    kompetisi    terbuka    di    bidang    budaya,    bchasa,
olahraga,  atau  bldang  non-akademjk  lain  pada  tingkat
kabupaten/kota,pl.ovinsi,nasional,atauintemasional.

(5)  Satuan  pendidikan  tidak  boleh  menerima  bukti  prestasi
akademik/non-akademik  hamya  dari   satu  jenis   bidang
kompetisi atau kejuaraan.

(6)  Prestasi    akademik/non-akademik    bukan    merupakan
eksebisi  (tontonan,  pameran,  atau  peragaan),  kejuaraan

pemasalan.

Pasal 14

(I)   Prestasi    sebagainana    dimaksud    dalan    PasaJ     13
dibuktikan dengan:

a. rapor yang disertal dengan surat keterangan peringkat
nilai rapor Murid dari Satuan Pendidikan asal;

b. sertifikat/piagan prestasi;

c. dokumen lain terkalt prestasi.

(2)    Bukti atas prestaLsi sebagaimana dimaksud pada ayat in
diterbitkan  paling  lama  3  (tiga)  tahun  sebelum  tanggal

pendaftaran penerimaan Murid baru.



Pasal 15
JalurmutasisebagalmanadimaksuddalanPasalllayat(3)
hurufcdiperuntukkanbagi:
a.   calon  murid yang berdomisili di luar Daerah dan plndah

keDaerahkarenapexpindahantugasorangtua/wall;dan
b.calonmuridputra/putriguru/tenagakependidikan.

Pasal 16
"    Sd=.== D=.e:==:  _Jatur,_ a_OmisHi   Seba8aimaLna   dimaksud

dalanPasalllayat(3)hurufddiprioritaskanbaScalon
muridbaruyangberdomjsilididalamwilaychdomisili.

(2)    Calon murid yang mendaftar jalur domism dapat memilin
2   (dua)   sekolah   pilihan   dengan   nomor   urut   pilihan
sebagal prioritas.

(3)    Wilayah  domisiti  sebagaimaLna  dimaksud  pada  ayat  (1)
adalah wilayah Daerah.

(4)    DomisiH  calon  murid  sebagainana dimaksud  pada ayat

(1)    berdasarkan   alamat   pada   kartu   keluarga   yang
diterbitkan paling singkat 1  (satu) tahun sebelum tanggal

pendaftaran SPMB.

Paragraf 4
KuotaL

Pasal 17

puluh
dari:

(I)

(2)

Kuota jalur afirmasi sebagalmana dimaksud dalam Pasal
1 1  ayat (3) huruf a untuk jenjang SD dan SMP 20°/o (dua

persen)  dari  daya  tampung  sekolah,  yang  terdiri

a.jalur  afirmasi  bagi  keluarga  ekonomi  tidak  manpu
19°/o   (sembilan   belas   persen)   dari   daya   tampung
sekolah; dan

b.jalur  aflrmasi  bagi  penyandang  disabilitas   10/o  (satu

persen) dari daya tampung sekolah.

Kuota   jalur    afimasi    bagi    penyandang    disabilitas
sebagalmana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b ditetapkan



berdasarkan   kemampuan    satuan    pendidikan   dalam
memberikan   layanan   pendidikan  yang   sesuai   dengan
ragan  disabilitas  atau  kebutuhan  murid  penyandang
disabilitas.

Pasal 18

Kuota jalur prestasi  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  11
ayat (3)  huruf b 30% (tiga puluh persen)  dari daya tampung,

yang terdiri dari:
a.   jalur prestasi akademik nflai rapor 20°/o (dua puluh persen)

dari daya tampung.
b.   jalur   prestasi   akademik/non-akademik   dari   kompetisi

terbuka loo/o (sepuluh persen) dari daya tanpung.

Pasal 19

Kuota jalur  mutasi  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  11
ayat (3) huruf c 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah,

yang terdiri dari:
a.   jalur perpindahan  tugas orang tua/wali  2,5°/o (dua koma

lima persen) dari daya tampung.
b.   jalur  putra/putri  guru/tenaga  kependidikan  2,5°/o  (dua

koma lima persen) dari daya tampung.

Pasal 20

Kuota jalur  domisili  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  11
ayat (3) huruf d, yang terdiri atas:
a.   jalur domisili SD 75°/o (tujuh puluh lima persen) dari daya

tampung sekolah ;
b.  jalur  domisili  SMP  45°/o  (empat  puluh  persen)  dari  daya

tanpung sekolah.

Pasal 2 1

Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1 ayat (3)
huruf b  tidak berlaku  untuk jalur pendaftaran  calon  murid
baru pada TK dan kelas 1 (satu) SD.



Pasal 22

0   Dinas  menetapkan  kuota  daya  tanpung  setiap  satuan
I--_ I _, _1.1pendidikan untuk masmg-masing jalur pendaftaran S PMB

(2)   Kuota daya tanpung sebagaimana dimaksud pada ayat 17
dengan mempertinbangkan :
a. Proyeksi jumlah calon murid;
b. Jumlah satuan pendidikan;
c. Ketersediaan ruang kelas;
d.Faktor   lain   yang   mendukung   akses   dan   kualitas

pendidikan.

Pasal 23
Dalan hal SPMB  dilaksanakan dalam lebih dari  satu  tahap,
apabila  pada  pelaksanaan  SPMB  tahap   1   masih  ada  sisa
formasi  kuota yang  tidak terserap,  maka  sisa formasi  kuota

yang  tidak  terserap  tersebut  dialihkan/dilimpahkan  untuk
SPMB tahap 2.

Paragraf 5
Persyaratan Khusus

Pasal 24

(1)    Persyaratan    khusus    bagi    calon    murid    baru    yang
melakukan  pendaftaran  melalui jalur  afirmasi  keluarga
ekonomi   tidak   mampu   sebagaimana   dimaksud   pada
Pasal 12 huruf a wajib menyertakan:
a.     bukti     keikutsertaan      murid      dalam      program

penanganan keluarga tidak mampu darn Pemerintah
Pusat atau Pemerintah Daerah; dari

b.     surat  pemyataan  dari  orang  tua/wali  murid  yang
menyatakan  bersedia  diproses  secara  hukum  jika
terbukti   memalsukan   bukti   keikutsertaan   dalam

program penanganan keluarga tidak mampu.

(2)    Bukti keikutsertaan calon murid baru yang berasal dari
keluarga  ekonomi  tidak  mampu  yang  dapat  digunakan
sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  huruf a,  antara
lain:



a.

b.

Kartu     Phogram     Indonesia     Plntar     (PIP)     yang
diterbltkan   oleh   Kementerian   dan   terdata   dalan
Dapodik;

Surat  Keterangan  Terdaftar  DTSEN  (Data  Thngga]
Sosial  Ekonomi  Nasional)  yang  diterhitkan   Dinas
Sosial     Kabupaten     Cirebon     melalul     Puskesos
Desa/ Kelurahan stempat.

(3)    Data   keluarga   ekonomf   tidak   mampu    sebagalmana
dimaksud  pada ayat 0  tidak boleh menggunakan data
KartulndonesiaSehat(KIS)danSuratKeteranganTjdak
Mampu (SKTM).

Pasal 25
Persyaratan khusus baed calon murid  ban yang melakukan

pendaftaranmelaluijalurpenyandangdisabilitassebagaimana
dimaksud  pada  pasal  12  huruf b  dibuktikan  dengan  kartu

penyandang  disabilitas  yang  dikeluarkan  oleh  kementerian
yangmenyelenggarakanurusanpemerintahandibidangsosial
atau  surat keterangan darn dokter dan/atau  dokter spesialis
dart Puskesmas dan/atau Rumah Sakit.

Pasal 26
Persyaratan  khusus bach  calon murid  baru yang melakukan

pendaftaran   melalui  jalur   prestasi   akademik   nilai   rapor
sebagaimana dimaksud dalan Pasal  13 ayat (2) huruf a wajib
menyertakan nilal rapor pada 5 (hia) semester terakhir yang
dilanpiridengansuratketeranganperingkatdariseko]ahasal.

Pasal 27

Persyaratan khusus bagi calon murid  baru yang melakukan

pendaftaran  melalui  ja]ur  prestasi  akademik/non-akademik
perlombaan/kompetisi  terbuka  sebagaimana  dimaksud  pada
Pasal 13 ayaLt (2) huruf b wajib menyertakan piagan/sertifikat

prestasi  perorangan juara I,  11,  dan  Ill  atau  prestasi  beregu
juara  I  yang  diterbitkan  paling  singkat  6  (enam)  bulan  dan
paling lama 3  (tiga)  tahun  sebelum  pendaftaran  penerimaan
murid ban.



(I)

(2)

Pasal 28
Persyaratan    khusus    bast    calon    murid    baru   yang
melakukan pendaftaran melalui jalur pexpindahan tugas
orang  tua/wall  sebagalmana  dimaksud  pada  Pasal  „
hurufaharusdibuktikandengan:
a.   surat keterangan pindah dorfusili; dan
b.   surat penugasan dari:

1.   instansi;

2.   Iembaga;

3.   kantor; atau
4.   perusahaan yang mempekeq.akan.

Surat  penugasan  sebagalmana  dimaksud  pada  ayat  (1)
huruf   b   maksinal   1   (satu)   tahun   sebelum   tanggal

pendaftaran penerimaan murid baru.

Pasal 29

(1)    Persyaratan    khusus    bagi    calon    murid    baru    yang
melakukan    pendaftaran    melalui    jalur    putra/putri

guru/tenaga kependidikan  sebagaimana dimaksud  pada
Pasal 14 huruf b harus dibuktikan dengan:
a.   kartu keluarga; dan
b.   surat penugasan orang tua sebagai guru/tenaga

kependidikan;

Pasal 30
(1)  Persyaratan  khusus  bagi  calon  murid  yang  melakukan

pendaftaran melalui jalur domisili sebagaimana dimaksud
dalam  Pasal  16  ayat  (1)  harus  memiliki  kartu  keluarga

yang  diterbitkan  paling  singkat  1  (satu)  tahun  sebelum
tanggal pendaftaran penerimaan murid baru.

(2)  Apabila kurang dari  1  (satu) tahun teljadi perubahan data
kartu   keluarga  yang   tidak   menyebabkan   pexpindahan
domisili,   maka   kartu   keluarga   tersebut   masih   dapat
digunakan sebagal dasar seleksi jalur domisili.

(3)  Perubahan    data    pada    kartu    keluarga    yang    tidak
menyebabkan      pelpindahan      domisili      sebagaimana



dimaksud pada ayat (2), antara lain:
a.   penambahan anggota keluarga selain calon murid;
b.   pengurangan anggota keluarga; atau
c.   kartu keluarga hilang atau rusak.

(4)  Nana  orang  tua/wall  calon  Murid  yang  tercantum  pada
kartu keluarga harus sana dengan nama orang tua/wali
yang  tercantum  pada  rapor/ijazah  jenjang  sebelumnya,
akta kelahiran, dan/atau kariu keluarga sebelumnya.

(5)  Dalam hal nana orang tua/wali calon Murid sebagaimana
dimaksud   pada   ayat   (4)    terdapat   perbedaan,    kaitu
keluarga  terbaru  dapat  digunakan  jika  orang  tua/wan
calon Murid:

a. meninggal dunia;

b. bercerai; atau

c. kondisi lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah,

sebelum tanggal penerbitan kartu keluarga terbaru.

(6)  Orang   tua/wali   calon   Murid   yang   meninggal   dunia
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a atau berceral
sebagalmana dimaksud pada ayat (5)  huruf b dibuktikan
dengan  akta  kematian  atau  akta  ceral  yang  diterbitkan
oleh instansi bervenang.

(7)  Dalam hal terdapat perubahan data pada kariu keluarga
sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (3),   maka   harus
disertakan kartu keluarga yang lama bagi perubahan data
atau rusak.

(8)  Dalaln  hal  kartu  keluarga  sebagaimana  dimaksud  pada
ayat  (1)  tidak  dimilild  oleh  calon  murid  karena  keadaan
tertentu,  maka  dapat  diganti  dengan  surat  keterangan
donrisili.

(9)  Keadaan  tertentu  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (8)
meliputi:

a. bencana alam; dan/atau
b. bencana sosial.



(10)  Status    keadaan    tertentu     meliputi    bencana    alan
sebagainana   dimaksud   pada   ayat   (9)   huruf  a   dan
bencana  sosial  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (9)
huruf    b    ditetapkan    oleh    Pemerintah    Pusat    atau
Pemerintah Daerah.

in

(2)

(3)

Pasal 3 1
Surat keteramgan domisili sebagainana dimaksud dalam
Pasal 30 ayat (6)  diterbitkan oleh ketua rukun  tetangga
atau     ketua     rukun     warga    yang     dllegalisir     oleh
lurah/kepala   deca   atau   pejabat   setempat   lain   yang
berwenang.

Surat  keterangan  domisili  sebagainana  dimaksud  pada
ayat(I)memuatmengenalketeranganbahwacalonmurid

yang  bersangkutan  telah  berdomisili  paling  singkat   1
(satu)   tahun   sejak   diterbitkannya   surat   keterangan
domisili.

Sekolah   memprioritaskan   calon   murid  yang  menriliki
kartu  keluarga  atau  sur`at  keterangan  domisili  daJam
Daerah.

Paragraf 6
Mekanisme Seleksi

Pasal 32

(1)  Jalur     afirmasi     keluarga     ekonomi     tidak     mampu
sebagaimana  dimaksud  dalan  Pasal  12  huruf a  hanya
berlaku   untuk  calon  murid  dalam  domisili  atau  yang
berdomisili dalam wilayah Daerah.

(2)  Dalan  hal  calon  murid  yang  mendaftar  melalui  jalur
afirmasi   keluarga   ekonomi   tidak   mampu   melampaui

jumlah  kuota  yang  ditetapkan,  maka  penentuan  murid
dilakukan dengan urutan prioritas:
a.     calon       murid      yang       bertempat       tinggal       di

desa/kelurahan  yang  sama  dengan  desa/kelurahan
kedudukan satuan pendid`ikan tujuan;

b.     calon   murid   yang  jarak   tempat   tinggal   terdekat
dengan sekolah tujuan;



_   -  bL_

c.     usia  calon  murid  yang  lebih  tua  berdasarkan  akta
kelahiran atau Kartu ldentitas Anak (KIA)  atau surat
keterangan lahir.

Pasal 33
Dalan hal calon murid yang mendaftar melalui jalur afirmasi

penyandang  disabilitas  sebagalmana  dimaksud  dalam  Pasal
12  huruf b melampaui jumlah  kuota yang ditetapkan,  maka

penentuan murid dilakukan dengan urutan prioritas:
a.   calon  murid  yang  bertempat  tinggal  di  desa/kelurahan

yang  sama  dengan  desa/kelurahan  kedudukan  satuan
pendidikan tuj uan;

b.   calon  murid  yang jarak  tempat  tinggal  terdekat  dengan
sekolah tujuan;

c.   usia   calon   murid   yang   lebih   tua   berdasarkan   akta
kelahiran  atau   Kaftu  Identitas  Anak  (RIA)   atau   surat
keterangan lahir.

Pasal 34

(1)    Penentuan penerimaan murid baru melalui jalur prestasi
akademik/non-akademik  sebagaimana  dimaksud  pada
Pasal 13 dilakukan dengan prioritas:
a.     basil pembobotan atas prestasi;
b.    jarak   tempat   tinggal   calon   murid  yang   terdekat

dengan sekolah tujuan; dan
c.     usia  calon  murid yang lebih  tua  berdasarkan  akta

kelahiran atau Kartu ldentitas Anak (KIA) atau surat
keterangan lahir.

(2)    Pembobotan  atas  prestasi  sebagaimana  dimaksud  pada
ayat ( 1) huruf a ditetapkan oleh Dinas.

(3)    Dinas menetapkan pembobotan nflai atas:
a.     prestasi akademi nilai rapor; dan
b.     prestasi   akademik/non-akademik   dari   kompetisi

terbuka, berdasarkan urutan prioritas:
1.     kejuaraan/lomba/event  yang   diselenggarakan

oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah;



.__

2.

(4)

kejuaraan/lomba/event  yang   diselenggarakan
instansi/lembaga/organisasi  diluar  Pemerintah
Pusat/Pemerintah Daerah; dan

3.     prestasi/juara      di      tingkat      internasional/
nasional,  provinsi,  dan  kabupaten/kota,  balk

prestasi perorangan maupun prestasi beregu.
Prestasi akademik/non-akademik dari kompetisi terbuka
sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)  huruf  b  adalah

prestasi    perorangan    Juara    I,    11,    dan    Ill    tingkat
Intemasional/Nasional,    Provinsi,    Wilayah,
Kabupaten/Kota   dam/atau   prestasi   beregu
tingkat     Intemasional/Nasional,      Provinsi,
dan/ atau Kabupaten/ Kota.

dan/atau
Juara   I
Wilayah,

(5)    Dalam hal kuota jalur prestasi akademik/non-akademjk
dari      kompetisi      terbuka      tidak      teapenuhi      dari

prestasi/kejuaraan   tingkat   kabupaten/kota,   provinsi,
nasional   dan/atau   intemasional,   maka   sisa   formasi
kuota   dapat   diisi   dari   prestasi   kejuaraan    tingkat
kecanatan.

(6)    Satuan pendidikan melakukan konfirmasi, klarifikasi dan
validasi terhadap bidang prestasi yang disertakan dalam

pendaftaran SPMB.

(7)    Satuan pendidikan dapat melaksanakan tes, serta dapat
menambahkan nilai atau skor hasil tes tersebut terhadap
nilai atau skor bidang prestasi yang disertakan.

Pasal 35

Dalam hal calon murid yang mendaftar melalui jalur mutasi

perpindahan  tugas  orang  tua/wall  sebagaimana  dimaksud
pada   Pasal   15   huruf  a   melampaui  jumlah   kuota  yang
ditetapkan, maka penentuan murid dilakukan dengan urutan

prioritas  calon  murid  yang  jarak  tempat  tinggal  terdekat
dengan sekolah tujuan dan     usia calon murid yang lebih tua
berdasarkan  akta kelahiran  atau  Kartu  ldentitas Anak  (RNA)
atau surat keterangan lahir.



Pasal 36
Dalan   hal   calon   murid   yang   mendaltar   melalui   jalur

putra/putri       guru/tenaga       kependidikan       sebagaimaLna
dimaksud  pada  Pasal  15  huruf b  melampaui jumlah  kuofa

yang  ditetapkan,  maka  penentuan  murid  dilakukan  dengan
urutan prioritas:
a.

C.

in

(2)

(3)

calonmuridputra/putriguru/tenagakependidikanyang
bertugasterlamapadasatuanpendidikantujuan.
calonmuridputra/putriguru/tenagakependidikanyang

jarak tempat tinggal terdekat dengan satuan pendidikan
tujuan yang  bertugas  di  satuan  pendidifean  di  Lin8kup

§]=:/::o:),Tdp£/:epnsd/1:]D:Mp/Kes¥::uap=ten      Kabcu]:ea:::
calonmuridputra/putriguru/tenagakependidikanyang

jarak tempat tinggal terdekat dengan satuan pendidikan
tujuan  yang  bertugas  di  satuan  pendidikan  di  Wilayah

:::::::= cfrebco]:;:°n        (RA/M]/MTS./MA/SMA/SMK

Pasal 37

Seleksijalurdomisifidanjalurmutasiuntukcalonmurid
baru   kelas   1   (catu)   SD   mempertimbangkan   kriteria
dengan urutan prioritas sebagal berikut:
a.     usia sebagainana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1);

dan
b.    jarak   tempat   tinggal   terdekat  ke   sekolah   dalam

wilayah domisihi yang ditetapkan.

Jika usia calon murid sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)   sama,   maka  penentuan  prioritas  didasarkan  pada
jarak  tempat  tinggal  calon  murid yang  terdekat  dengan
sekolah.

Seleksi  calon  murid  baru  kelas  1  (satu)  SD  tidak  boleh

dilakukan berdasarkan tes membaca, menulis, dan/atau
berhitung.



(I)

(2)

Pasal 38
Seleksi jalur  domisili  untuk  calon  murid  baru  kelas  7

(tujuh)   SMP  dilakukan  dengan  memprioritaskan  calon
murid  yang  berdomislli  dalam  Daerah  atau  pendaftar

yang   memiliki   kartu   keluarga   dalam   Daerah   yang
memenuhi ketentuan sebagainana diatur dalam Pasal 16
ayat (4), Pasal 30 dan Pasal 31.

Jika    calon    murid   yang   berdomisili    dalam    Daerah
sebagainana   dimaksud   pada   ayat   (1)   melebihi   daya
tampung,  maka penentuan  urutan  prioritas  didasarkan

pada:
a.     calon  murid  yang  memilih  sekolah  tujuan  sebagal

pilihan I;
b.     calon      murid

desa/kelurahan
kedudukan satuan pendidikan tujuan;      '    --`---+--I

jarak   tempat   tinggal   calon   murid  yang  terdekat
dengan sekolah tujuan; dan
usia  calon  murid yang  lebih  tua  bel.dasarkan  akta
kelahiran atau Kartu ldentitas Anak (KIA) atau surat
keterangan labir.

yang      bertempat      tinggal      di
yang sama dengam de8a/kelurahan

C.

d.

Pasal 39
Dalam   hal   kuota   daya   tampung   jalur   domisili   sudch
mengakomodir semua calon  murid  baru  dari  dalam wilayah
domisili/dalam Daearah  sebagaimana diatur dalam  Pasal  16
ayat   (4),   Pasal   30   dan   Pasal   31 namun   masih   belum
memenuhi kuota daya  tampung yang ditetapkan,  maka sisa
formasi kuota daya tanpung secara berturut-turut dapat diisi
oleh:

a.   calon  murid  baru  yang  berdomisili  dalam  Daerah  atau

pendaftar  yang  memiliki  kartu  keluarga  dalan  Daerah
yang  jarak  tempat  tinggalnya  terdekat  dengan  sekolah
tujuan  namun  tidak memenuhi ketentuan  Pasal  16  ayat

(4), Pasal 30 dan Pasal 31.



b.   calon  murid  barn  yang  berdomisili  di  luar  Daerah  atau

pendaftar yang jar.ak  tempat  tinggalnya  terdekat  dengan
sekolah   tujuan   yang   memiliki   kartu   keluarga   diluar
Daerah.

Paragraf 7
0ptimalisasi

Pasal 40
Jika  berdasarkan  hasfl  SPMB  Tahap  1  (satu)  dan  Tahap  2

(dua),  keterserapan  kuota  daya  tampung  satuan  pendidikan
belum     optimal,     Dinas     dapat    melakukan     optimalisasi
keterserapankuotadayatampungdenganketentuan:
a.      optimalisasi   dilakukan

Satuan pendidikan yang ditetapkan oieh Dinas;   -      I--u
optimalisasi   hanya   untuk   satuan   pendidikan   yang
keterserapan   daya  tampungnya  masih   be]um  optimal
untuk   mendukung   akses   layanan   pendidikan   tanpa
menanbah jumlah rombongan belajar dan/atau jumlah
murid per rombongan belajar;
optimalisasi hanya ditujukan untuk mengisi sisa formasi
daya tampung yang belum terserap pada SPMB Tchap  1

(sratu) dan Tahap 2  (dua)  dan diperuntukkan hanya bagi
calon murid yang belum terdaftar di satuan pendidikan
manapun, balk negeri maupun swasta;
optimalisasi   dilakukan    secara   mandiri   oleh   satuan

pendidikan yang bersangkutan ;
memprioritaskan   bagi   calon   murid   yang   berdomisi]i
dengan     jarak      tempat      tinggal      terdekat      dalam
desa/kelurahan

C.

d.

e.

secara   terbatas,   hanya   pada

yang   sama   dengan   desa/kelurahan
kedudukan satuan pendidikan sasaran optimalisasi yang
telch  mendaftar  pada  SPMB  Tahap  1  (satu)  dan  SPMB
Tahap 2 (dua) nanun tidak diterima di sekolah pilihan  1

(satu)  dan  pilihan  2  (dua),  dengan  dibuktikan  melalui
Kartu Pendaftaran SPMB Tahap 1 dan SPMB Tahap 2.

Paragraf 8
Pembatasan Daya Tampung Sekolah dalam SPMB



in
Pasal 4 I

DalaLm pelaksanaan SPMB, sekolah
oleh Pemerintah Daerah: yang dlselenggarakan

a.     sesual   dengan   kewenangan   menyampalkan   hasil

penghitungandaiyatampungdanpenetapanwilayah
penerimaanMuridbarukepadaKementerianmelalui
unitpelaksanateknlsKementerianyangmembjdana

penjaLminan    lnutu    pendidlkan    setempat    paling
]ambatbulanMarettahunbeg.alan.

b.     Pseebn==di?menana=:a_y=_   .:-====±=aL=     Murid     barn
sebagalmana  dimaksud  huruf  a  diumumkan  oleh
Dinas      kepada      masyarakat      melalui      papan

pengumuman    resmi    Satuan    Pendidikan,    media
pengumuman     resmi     Dinas    atau     kementerian
lainnya,    dan/atau    media    massa    cetak/daring
lainnya    paling    lama    1    (satu)    bulan    sebelum

pengumumanpendaftaranpenerimaanMuridbaru.
c.     tidak  boleh  menambch jumlah  rombongan  belajar,

jlka  rombongan  belajar yang  ada  telah  memenuhi
atau  melebihi  ketentuan  rombongan  belajar  dalam
standar   naslonal   pendldikan   dan   sekolah   tidak
memilikj   lahan  dan/atau   tidak  boleh   menambah
ruang kelas baLru.

(2)    Dalan pelaksanaan SPMB, jumlah kuofa daya tampung
harussudahmenghitungjumlahmuridkelasawalyang
tinggal kelas.

Paragraf 9
Tchapan dan Ketentuan Pelaksanaan SPMB

Pasal 42
TahaLpan pelaksanaan SPMB meliputi:

a. pengumuman pendaftaran;
b. pendaftaran;
c.selekstsesuajdenganjalurpendaftaran;
d. pengumuman penetapan murid baru; dan
e. dafar ulang.



Pasal 43
Dalan  tahapan  pe]aksanaan  SPMB  sebagalmana  dimaksud
dalam Pasal 42:
a.     =ekn°=an?myaanghda±=:=^n_ggarakan ofeb masyarakat yang teiah

menerima     bantuan     operasional     sekolah     dilarang
memungut biaya; dan

b.     seko]ah  yang  dise]enesarakan  o]eh  Pemerintah  Daerah

dilarang:
I.     melakukan  pungutan   dan/atau   sumbangan  yang

terkalt     dengan     pelaksanaan     SPMB     maupun

perpindahan murid; dan
2.     melakukan

bukutertentuyangdikaltkandenganSPMB._'__--v.La€pungutan  untuk membeli seragam atau

Pasal 44
in    Pengumuman pendaftaran penerimaan calon murid ban

sebagalmana    dimaksud    dalan    Pasal    42    huruf   a
dilakukan secara terbuka.

(2)    Pengumuman pendaftaran
____..  .I..uli.u  ueirusebagainana  dimaksud  pada  ayat  (1)   dilakukan  oleh

Dinas bagi:

a.     sekolah    yang    diselenggarakan    oleh    Pemerintah

Daerah; dan
b.     sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang

menerima dana bantuan operasional sekolah.

Pengumuman pendaftaran penerimaan calon murid baru
dilaksanakan  paling ]aLmbat  minggu  pertama  bulan  Mei

tahun berkenaan.

Pengumuman  pendaftaran  penerimaan  calon  didik  baru

paling sedikit memuat informasi berikut:
a.     persyaratan calon murid sesual dengan jenjangnya;
b.     tanggal pendaftaran;
c.     jalur pendaftaran;
d.    jumlah  daya  tanpung yang  tersedia  pada  kelas  1

(satu)  SD,  dan  kelas  7  (tujuh)  SMP  sesuai  dengan
data rombongan belajar dalam Dapodik;

(3)

(4)

penerlmaan calon murid baLru



(5)

e.     tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi

SPMB; dan
f.      ketentuan pendaftaran tidak dipungut biaya.

Pengumumanpendaftaranpenerimaancalonmuridbam
sebagaimama dimaksud pada ayat  (4)  dilakukan  melalui

papanpengumumansekolahmaupunmedialalnnya.

Pasal 45
(1)    Pendaftaran  SPMB  sebagalmana  dimaksud  dalam  Pasal

41     huruf    b    dilaksanakan     dengan    menggunakan
mekanisme daring.

(2)    Pendaftaran
dilakukan
dibutuhkan

pendaftaLran

(3)

(4)

dengan      mengunggah      dokumen
sesuai    dengan    persyaratan    ke

SPMB sebagalmana dimaksud pada ayat in
A-_ __ __

LjlHH    Ei        E    EjFillEun    =EEE!EHEEHraEidHillHHillL    M.PP

atau

yang
lanan
SPMB

Dalam hal  tidak tersedia fasilitas jaringan,  maka  SPMB
dilaksanakan     melalui     mekanisme     luring     dengan
melampirkan fotokopi dokumen yang dibutuhkan sesual
dengan persyaratan.

Selaln   melakukan   pendaftaran   SPMB   melalui   jalur
domisili,   calon   murid   dapat   melakukan   pendaftaran
SPMB  melalui  jalur  lain  sebagaimana  dimaksud  pada
Pasa] 11 ayat (3), sepanjang memenuhi persyaratan.

Pasal 46

(1)    Pengumuman    penetapan    murid    baru    sebagaimana
dimaksud  dalam  Pasal  42  huruf  d  dilakukan   sesuai
dengan jalur pendaftaran dalam SPMB.

(2)    Penetapan murid baru dilakukan berdasarkan hasil rapat
dewan   guru  yang  dipimpin   oleh   kepala   sekolah   dan
ditetapkan melalui keputusan kepala sekolah.

(3)    Dalam  hal  kepala sekolah  sebagalmana  dimaksud  pada
ayat  (2)   belum  defmitif,  maka  penetapan  murid  baru
dilakukan oleh pejabat yang bervenang.



(I)

(2)

(I)

Pasal 47
Dafter  ulang  sebagalmana  dlmaksud  da]an  Pasal  42
huruf  e  dilakukan  oleh  calon  murid  ban  yang  telah
diterima dl sekolah.

Daftarulangsebagalmanadinaksudpadaayatmuntuk
memastikanstatusnyasebagalmuridpadasekolahyaLng
bersangkutan  dengan  menunjukkan  dokumen  asli yang
dibutuhkansesuaidenganpersyaratan.

BAB Ill
PENDATRANULANGDANPEMUTAKHIRANDATA

Pasal 48
Sekolahmelakukanpendataanulanguntukmemastikan
statusmuridlamapadasekolahyaingbersangkutan.

(2)    Pendataan  ulang  sebagainana  dimaksud  pada  ayat  in
tidak boleh mem]iiimi+ I -..- __-memungut blaya.

Pasal 49
Sekolah melakukan pengisian dan pemutakhiran data murid
danrombonganbelajardalanDapodiksecaraberkalapaling
sedikit 1 (satu) kali dalam I (satu) semester.

BAR IV
PERPINDAHAN MURID

Pasal 50

(1)    Peapindahan murid antarsekolah dalan  1  (satu)  daerah,
antarkabupaten/kota   dalan   1   (satu)   daerah   Provinsi
Jawa Barat, atau antarprovinsi dilaksanakan atas dasar
persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang
dituju.

(2) Penerimaan   murid   pindahan   dilaksanakan  jika   daya
tampung  pada  satuan  pendidikan  yang  dituju   masih
tersedia.



(3)    Penerimaan   murid   pindahan   merupakan   penerimaan
muridyangberasaldarisatuanpendidikanlalntermasuk
muridwarganegaraasingyangdilakukandlluarproses
penerimaan murid baru.

(4)    Murid pindahan bukan merupakan murid pada semester

genap kelas 6  (enam)  pada SD,  kelas  9  (sembilan)  pada
SMP.

(5)    Murid   pindahan   dapat   berasal   dari  jalur  pendidikan
formal,  pendidikan  nonformal,  dan  pendidikan  Informal,
atau    satuan    pendidikan    di    negara    lain,    dengan
ketentuan:

a.     Murid  jalur   pendidikan   nonformal   dan   informal

dapat diterima di SD tidak pada awal kelas  1  (satu)
setelah  lulus  tes  kelayahan  dan  penempatan  yang
diselenggarakanolehSDyangbersangkutan.

C.

(6)

(I)

Murid  jalur   pendidikan   nonformal   dan   informal
dapat  diterima  di  SMP  tidak  pada  awal  kelas  7

(tujuh) dengan memenuhi ketentuan memiliki ijazah
kesetaraanprogramPcketAdanlulusteskelayakan
dan  penempatan  yang  diselenggarakan  oleh  SMP

yang bersangkutan.

Murid dari catuan pendidikan luar negeri memenuhi
ketentuan sebagaimana di atur dalam Pasal 9.

Dalam  hal   terdapat  pexpindahan   murid   sebagalmana
dimaksud     pada     ayat     (1),     maka     sekolah     yang
bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik paling lama
14   (empat   belas)   hari   keq.a   setelah   murid   pindahan
diterimadisatuanpendidikanyangdituju.

Pasal 5 1

Murid  setara  SD  di  negara lain  dapat pindah  ke  SD  di
Kabupaten Cirebon setelah memenuhi:
a.     surat pernyataan dari kepala sekolah asal;
b.     surat rekomendasi izin belajar dari direktur jenderal

yang    membidangi    pendidikan    anak    usia    dini,



(1)

(2)

(3)

pendidikan dasar, dan pendidikan menengah sesual
dengan kewenangan; dan

c.     Iulus     tes    kelayakan     dan     penempatan    yang
diselenggarakansekolahyangdituju.

(2)MuridsetaraSMPdinegaralaindapatditerimadiSMPdi
Kabupaten Cirebon setelah:
a.     menyerahkan   fotokopi   fjazah   atau   dokumen   lain

yangmembuktikanbahwamuridyangbersangkutan
telahmenyelesaikanpendidikanjenjangsebelumnya;

b.     surat pernyataaLn dari kepala sekolah asal;
c.     surat rekomendasi izin belajar dari direktur jenderal

yang    membidangi    pendidikan    anak    usia    dini,
pendidikan dasar, dan pendidikan menengah untuk
calon murid baru SMP; dan

d.     Iulus     tes     kelayakan     dan     penempatan    yang
diselenggarakansekolahyangdituju.

Pasal 52
Murid  jalur  pendidikan  nonformal  dan  informal  dapat
diterima  di  SD  tidak  pada  awal  kelas  1  (satu)  setelah
lulus      tes      kelayakan      dan      penempatan      yang
diselenggarakan oleh SD yang bersangkutan.

Murid  jalur  pendidikan  nonformal  dan  informal  dapat
diterima di  SMP tidak pada awal  kelas  7  (tujuh)  setelah
memenuhi persyaratan :
a.     memiliki   ijazah   pendidikan   kesetaraan   program

Paket A; dan
b.     Iulus     tes     kelayakan     dan

diselenggarakanolehSMPyangbersangkutan.

Dalam   hal   terdapat   pexpindahan   murid   dari   jalur

pendidikan     nonformal     dan     informal     ke     sekolah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1),  ayat (2),  dan ayat

(3),      maka      sekolah      yang      bersangkutan      wajib
memperbaharui Dapodik.

penempatan    yang



(1)

(2)

(3)

BABV

PELAPORAN

Pasal 53
Sekolah   melaporkan   hasil   evaluasi   perencanaan   dan

pelaksanaan SPMB dan perpindahan murid antarsekolah
setiap tahun pelajaran kepada Dinas.

Dinas memilikl kanal pe]aporan untuk
masyarakat terkait pelaksanaan SPMB.

menerima laporan

Masyarakat    dapat    melaporkan    pelanggaran

pelaksanaan               S PMB               melalu i
https..//spmbsmp.disdih.cirebonhab.go.id

dalan
laman

Pasal 54
Kepala  Dinas  menyampalkan  laporan  evaluasi  perencanaan
dan  pelaksanaan  SPMB  kepada  Kementerian  melalui  unit

pelaksana teknis Kementerian yang membidangi penjaminan
mutu  pendidikan  dasar  dan  pendidikan  menengah  paling
lambat 3 (tiga) bulan setelah pelakcanaan SPMB.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 55

(1)    Pembinaan   terhadap   pelaksanaan   Sistem   Penerimaan
Murid  Barn  dilakukan  oleh  Pemerintah  Daerah  melalui
Dinas kepada Satuan Pendidikan.

(2) Pengawasan  terhadap  pelaksanaan  Sistem  Penerimaan
Murid Baru dilakukan oleh lnspektorat Daerah.

BAB VII

PELANGGARAN DAN SANKSI

Pasal 56

(1)    Satuan pendidikan yang melakukan pelanggaran:
a.   menerima  murid  warga   negara  asing  tetapi   tidak

melaksanakan    kewajiban    sebagaimana    dimaksud

pada  Pasal  10  dikenal  sanksi  administratif  berupa
peringatan tertulis.



b.   melakukan  pungutan  sebagalmana  dimaksud  pada
Pasal 43 dan Pasal 52 ayat (2)  dikenal sanksi sesuai
denganketentuanperaturanperundang-undangan.

(2)     Dalam    hal
_`-+I/ CLlaupemalsuan   bukti   keikutsertaan   calon   murid   dalam

pelaksanaan    SPMB,    sekolah    bersama    Dinas    wajib
melakukan     verifikasi     data     dan     lapangan     serta
menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Dalan hal panitia penyelenggara SPMB yang melakukan

pelanggaran,   seperti  manipulasi  data,  menerima  suap
dan       pelanggaran       lainnya,       dikenakan       sanksi
dibebastugaskan    sebaLgai    panitia    dan    diproses    dan
I-,I__          I

terdapat   dugaan   pelanggaran   dan/atau

dikenakan     sanksi     sesual     peraturan
undangan.

(2)

(3)    Dalan   hal

baun.

perundang-

orang   tua/wali   dari   calon   murid   yang
melakukan       pelanggaran,        seperti        men:e=k-=
data/dokumen  palsu  dan  pelanggaran  lainnya  diproses
sesual peraturan perundang-undangan, dan calon murid

yang  bersangkutan  dibatalkan  haknya  sebagai  murid

BAR VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 57
Dinas     menyusun     dan     menetapkan     kebijakan     teknis

pelaksanaan   SPMB   dengan   bexpedoman   pada   ketentuan
dalan Peraturan Bupati ini.



BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58
Pada  saat  Peraturan  Bupati  ini  mulal  berlaku,  Peraturan
Bupati   Cirebon   Nomor  22   Tchun   2023   tentang  Pedoman
Penerimaan  Murid  Baru  pada Taman  Kanak-Kanak,  Sekolah
Dasar,  Sekolah  Menengah  Pertana  dan  Phogram  Kesetaraan

(Paket  A/B/C)  di  Lin8kungan  Dinas  Pendidikan  Kabupaten
Cirebon   (Berita   Daerah   Kabupaten   Cirebon   Tahun   2023
Nomor 22), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 59
Peraturan     Bupati     ini     mulai     berlaku     pada     tanggal
diundangkan.

Agar      setiap      orang      mengetahuinya,      memerintahkan

pengundangan  Peraturan  Bupati  ini  dengan  penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber

pada tanggal  30 April 2025
BUPATI CIREBON,

ttd

Diundangkan di Sumber

Padatanggal  30  April   2025

CIREBON,

IMRON

BERITADAERAHKABUPATENCIREBONTAHUN2025NOMORio


